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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,
sehingga Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal Tahun 2022 dapat
diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal Tahun 2022 dilakukan
dengan berlandaskan pada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
| 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Komitmen Kementerian
Investasi/BKPM dalam mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi  dalam
pengelolaan kinerja dituangkan dalam LKj
ini. Laporan Kinerja yang disusun ini
menguraikan rencana kinerja yang telah
ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi
anggaran dan inovasi  Kementerian
Investasi/BKPM selama tahun 2022.

Pada tahun 2022 ini merupakan tahun kedua BKPM menjadi Kementerian Investasi
yang diamanatkan untuk menjadi focal point yang menghubungkan semua sektor investasi
dari kementerian teknis. Selain itu, BKPM juga mempunyai tanggung jawab untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Tahun kedua setelah menjadi
Kementerian Investasi, berhasil menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa. Capaian
realisasi investasi pada tahun 2022 berhasil mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Bahkan target investasi yang diamanahkan oleh Presiden RI dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil direalisasikan. Pada tahun 2022 ini realisasi
investasi yang berhasil direalisasikan dari periode Januari-Desember yakni sebesar
Rp1.207,2 triliun. Dari investasi yang berhasil direalisasikan tersebut telah berhasil
menyerap 1.305.001 tenaga kerja di Indonesia. Berbagai upaya dan alokasi dana yang telah
direalisasikan selama tahun 2022 menunjukan pencapaian kinerja yang sangat baik.
Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 106,06 (kategori Sangat Baik) dengan
tingkat efisiensi mencapai 11,62%. Selain itu rata-rata pencapaian sasaran kinerja (NPS)
mencapai 109,03% (kategori sangat baik).



Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak optimalisasi peran kelembagaan dan
peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas seluruh jajaran pejabat dan pelaksana
di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM di masa mendatang. Selain itu, dengan
disusunnya laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi atas capaian kinerja
organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang, dan dapat menjadi bahan
evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka
mewujudkan BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan
kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan
Gotong Royong”

Jakarta, Februari 2023
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 adalah sebuah dokumen yang
disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mempertanggungjawabkan
kinerja Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2022 sesuai Rencana Strategis (Renstra) dan
Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan. Laporan ini mencakup capaian dan permasalahan yang
dihadapi selama tahun 2022 dalam mencapai target yang telah ditetapkan, serta menunjukkan
peningkatan kinerja Kementerian Investasi/BKPM pada tahun tersebut dibandingkan tahun
sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan tersebut mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi/BKPM, yaitu (1) Meningkatnya
realisasi penanaman modal, (2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal,
dan (3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

2. Capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 secara keseluruhan menunjukkan
kinerja sangat baik. Hal ini ditandai dengan tingginya pencapaian nilai capaian indikator kinerja
pada setiap sasaran. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM
tahun 2022 adalah sebesar 106,06 dengan tingkat efisiensi mencapai 11,62%. Selain itu rata-
rata pencapaian sasaran kinerja (NPS) mencapai 109,03% (kategori Sangat Baik).

3. Selama tahun 2022, dari 18 indikator Kementerian Investasi/BKPM terdapat 14 indikator
berstatus hijau tua (kategori “Sangat Baik”), 3 indikator berstatus hijau muda (kategori “Baik”),
dan 1 indikator tidak dapat diketahui nilainya dikarenakan World Bank memutuskan untuk
memberhentikan penerbitan laporan EoDB. Empat indikator yang belum mencapai target, yaitu
kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM; Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan Nilai reformasi birokrasi Kementerian
Investasi/BKPM.

4. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari
APBN sebesar Rp1.225.796.928.277 atau mencapai 97,41% dari alokasi anggaran sebesar
Rp1.258.442.045.000. Apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS),
menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,62%.

Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan beberapa upaya perbaikan dan inovasi
selama tahun 2022 untuk meningkatkan kinerja institusi sejalan dengan program pembangunan
nasional. Beberapa inisiatif perbaikan yang dilakukan mencakup penguatan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) untuk membangun ekosistem industri yang sinergi, kolaborasi antara
industri besar dan UMKM, penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat
daerah, pengawalan proyek investasi besar, forum kemitraan UMKM/IKM dengan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dan Usaha Besar, pameran UMKM dalam acara G20, partisipasi dalam Rapat
Koordinasi Daerah (Rakorda), penyusunan peta jalan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Investasi, forum kemitraan investasi, dan pemeliharaan sistem kepegawaian yang terintegrasi
dengan aplikasi perkantoran. Kebijakan, program, dan kegiatan ini telah memberikan dampak
positif bagi para pemangku kepentingan dalam penanaman modal. Namun, tantangan dan
masalah yang menghambat pencapaian target juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2022. Dalam laporan kinerja ini, diharapkan akan terdapat informasi
yang komprehensif tentang capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM, sehingga dapat
menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja ke depannya.
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1.1 Latar Belakang

Investasi memiliki peran strategis sebagai salah satu komponen utama
pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Berdasarkan RPIJMN 2020-2024,
pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sebesar 5,7-6%
setiap tahunnya. Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah
menargetkan peningkatan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar
6,6-7,0% setiap tahunnya. Kebutuhan investasi untuk memenubhi target tersebut adalah
Rp35.212,4 triliun-Rp35.455,6 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut,
pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1% dan
8,5-8,8%, sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat dan swasta. Upaya
peningkatan target investasi Indonesia harus dilakukan melalui peningkatan
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas investasi.

Pada tahun 2022, ekonomi global terus mengalami perbaikan pasca terjadinya
resesi akibat pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi global ini dipengaruhi oleh tingkat
vaksinasi yang meningkat dan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial. Terjadinya
pemulihan dan peningkatan perekonomian di negara Advanced Economies (AEs) telah
berdampak pada ekonomi negara Emerging Market and Developing Economies (EMDES).
IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh sebesar 3,4% pada tahun 2022. Target
tersebut lebih tinggi 0,2 p.p dibanding proyeksi sebelumnya. Peningkatan target tersebut
berdasarkan kondisi perbaikan ekonomi global dan penurunan inflasi secara gradual
pasca resesi akibat pandemi Covid-19.

Proses pemulihan dan perbaikan ekonomi global tersebut sejalan dengan kondisi
pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3% (c-to-c) pada
tahun 2022. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,7%
(c-to-¢). Hal ini menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia di dalam perlambatan laju
pertumbuhan ekonomi global. Kekuatan ekonomi tersebut menjadi fondasi kokoh untuk
menghadapi tantangan jangka pendek sekaligus melanjutkan agenda pembangunan
jangka panjang. Salah satu tantangan ekonomi global adalah masih tingginya risiko
ketidakpastian, meskipun IMF telah mengindikasikan perlambatan ekonomi global
semakin melunak.

Pasca terjadinya pandemi Covid-19, terdapat 7 (tujuh) hal penting yang perlu
untuk diwaspadai dan diantisipasi pada masa pemulihan ekonomi. Pertama, masih
belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal dan risiko endemi Covid-
19. Kedua, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di
negara AEs dan masih berjalan lambat di negara EMDEs. Ketiga, terjadinya gangguan
dalam mata rantai pasok global serta munculnya ancaman kelangkaan energi serta
pangan. Keempat, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk
kembali ke kenormalan baru (exit policy) antara negara AEs dan EMDEs, serta dampak
ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. Kelima, dampak luka
memar (scarring effect) dari pandemi terhadap kondisi korporasi dan risiko yang dapat
terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem
keuangan. Keenam, digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain
teknologi besar (BigTech) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antar
negara. Ketujuh, semakin kuatnya tuntutan ekonomi hijau (green economy) dan
keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dari negara AEs yang perlu dipersiapkan
secara baik transisinya oleh EMDEs.

Pada masa pemulihan ekonomi tahun 2022, ekonomi Indonesia terus
menunjukkan resiliensi dan pulih dengan cepat. Hal ini karena geliat ekonomi domestik
dan berbagai strategi konstruktif pemerintah, salah satunya program PC-PEN.
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Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa ekonomi Indonesia tumbuh
sebesar 5,3% (c-to-c) pada tahun 2022. Capaian ini melampaui target nasional sebesar
5,2% (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh windfall komoditas
unggulan dari sisi permintaan. Ekspor Indonesia mampu tumbuh double digit menjadi
14,93% (y-to-y) dan impor Indonesia tumbuh 6,25% (y-to-y). Selanjutnya, laju
pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48% (y-to-y)
seiring dengan pertumbuhan PMTB sebesar 3,33% (y-to-y) dan konsumsi Lembaga Non
Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 5,70% (y-to-y). Meski demikian,
Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77% (y-to-y). Dari sisi
penawaran, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif pada
Triwulan IV-2022. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan
pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99% (y-to-y) diikuti oleh sektor akomodasi dan
makan minum yang tumbuh sebesar 13,81% (y-to-y) yang didorong oleh peningkatan
mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara
maupun wisatawan nusantara. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar
PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64% (y-to-y).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut didukung oleh peningkatan
investasi dari sisi pengeluaran. Berdasarkan data realisasi investasi pada triwulan IV
(Oktober-Desember), realisasi investasi sebesar Rp314,8 triliun. Jumlah ini meningkat
sebesar 2,3% (g-to-q) dibandingkan periode sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja pada
triwulan IV sebesar 339.879 orang. Secara akumulatif, dari bulan Januari-Desember
tahun 2022, realisasi investasi mencapai Rp1.207,2 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar
34,0% (y-to-y) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Penyerapan
tenaga kerja sepanjang tahun 2022 sebesar 1.305.001 orang. Berdasarkan data realisasi
investasi pada kuartal IV (Oktober-Desember), dari jumlah realisasi investasi sebesar
Rp314,8 triliun, sebanyak 44,4% atau sebesar Rp136,6 triliun merupakan penanaman
modal dalam negeri (PMDN) dan sebanyak 55,6% atau sebesar Rp175,2 triliun
merupakan penanaman modal asing (PMA). Dari jumlah tersebut, realisasi investasi di
luar Pulau Jawa sebanyak 52,2% atau sebesar Rp164,2 triliun dan sebanyak 47,8% atau
sebesar Rp150,6 triliun berada di Pulau Jawa.

Berdasarkan sektor usaha pada kuartal IV 2022, berikut ini merupakan lima besar
sektor realisasi PMDN: 1) Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar
Rp18,4 triliun; 2) Sektor industri makanan sebesar Rp17,0 triliun; 3) Sektor
pertambangan sebesar Rp16,0 triliun; 4) Sektor transportasi, gudang, dan
telekomunikasi sebesar Rp15,1 triliun; dan 5) Sektor konstruksi sebesar Rp12,4 triliun.
Untuk PMA, berikut ini merupakan lima besar sektor realisasi PMA: 1) Sektor industri
logam dasar, barang, logam, bukan mesin, dan peralatannya sebesar US$ 2,5 miliar; 2)
Sektor industri kimia dan farmasi sebesar US$ 1,8 miliar; 3) Sektor pertambangan
sebesar US$ 1,7 miliar; 4) Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar US$
1,5 miliar; serta 5) Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar US$
0,7 miliar.

Selanjutnya, merujuk pada lima besar lokasi realisasi investasinya. Berikut ini
merupakan lima besar lokasi realisasi PMDN: 1) Provinsi DKI Jakarta dengan investasi
sebesar Rp24,4 triliun; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar Rp19,1 triliun;
3) Provinsi Jawa Timur dengan investasi sebesar Rp17,1 triliun 4) Provinsi Kalimantan
Timur dengan investasi sebesar Rp10,8 triliun; dan 5) Provinsi Banten dengan investasi
sebesar Rp7,6 triliun. Sementara untuk PMA, berikut ini merupakan lima besar lokasi
realisasi PMA: 1) Provinsi Sulawesi Tengah dengan investasi sebesar US$ 2,4 miliar; 2)
Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar US$ 1,9 miliar; 3) Provinsi Maluku Utara
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dengan investasi sebesar US$ 1,2 miliar; 4) Provinsi Banten dengan investasi sebesar
US$ 1,1 miliar; dan 5) Provinsi Jawa Timur dengan investasi sebesar US$ 1,0 miliar.

Merujuk pada data realisasi investasi Indonesia sepanjang periode Januari-
Desember 2022, realisasi investasi sebesar Rp1.207,2 triliun. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 54,2% atau sebesar Rp654,4 triliun merupakan PMA dan sebanyak 45,8% atau
sebesar Rp552,8 triliun merupakan PMDN. Realisasi investasi tahun 2021 sebagian besar
berada di luar Pulau Jawa sebanyak 52,7% atau sebesar Rp636,3 triliun dan investasi di
Pulau Jawa sebanyak 47,3% atau sebesar Rp570,9 triliun. Selanjutnya, berdasarkan
lokasi investasinya. Berikut ini merupakan lima besar investasi untuk PMDN: 1) Provinsi
DKI Jakarta dengan investasi sebesar Rp89,2 triliun; 2) Provinsi Jawa Barat dengan
investasi sebesar Rp80,8 triliun; 3) Provinsi Jawa Timur dengan investasi sebesar Rp65,4
triliun; 4) Provinsi Riau dengan investasi sebesar Rp43,1 triliun; dan 5) Provinsi
Kalimantan Timur dengan investasi sebesar Rp39,6 triliun. Untuk PMA, berikut ini
merupakan lima besar lokasi realisasi investasi: 1) Provinsi Sulawesi Tengah dengan
investasi sebesar US$ 7,5 miliar; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar US$
6,5 miliar; 3) Provinsi Maluku Utara dengan investasi sebesar US$ 4,5 miliar; 3) Provinsi
DKI Jakarta dengan investasi sebesar US$ 3,7 miliar; dan 5) Provinsi Banten dengan
investasi sebesar US$ 3,4 miliar.

Berdasarkan sektor investasi, berikut ini merupakan lima besar sektor PMDN pada
tahun 2022: 1) Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan investasi
sebesar Rp75,1 triliun; 2) Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan
investasi sebesar Rp66,2 triliun; 3) Sektor pertambangan dengan investasi sebesar
Rp62,5 triliun; 4) Sektor industri makanan dengan investasi sebesar Rp54,2 triliun; dan
5) Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan investasi sebesar
Rp38,9 triliun. Untuk lima besar sektor PMA di antaranya: 1) Sektor industri logam dasar,
barang logam, bukan mesin, dan peralatannya dengan investasi sebesar US$ 11,0 miliar;
2) Sektor pertambangan dengan investasi sebesar US$ 5,1 miliar; 3) Sektor industri
kimia dan farmasi dengan investasi sebesar US$ 4,5 miliar; 4) Sektor transportasi,
gudang, dan telekomunikasi dengan investasi sebesar US$ 4,1 miliar; dan 5) Sektor
listrik, gas, dan air dengan investasi sebesar US$ 3,8 miliar. Realisasi PMA di Indonesia
sebagian besar berasal dari: 1) Singapura dengan investasi sebesar US$ 13,3 miliar; 2)
Republik Tiongkok dengan investasi sebesar US$ 8,2 miliar; 3) Hongkong dengan
investasi sebesar US$ 5,5 miliar; 4) Jepang dengan investasi sebesar US$ 3,6 miliar; dan
5) Malaysia dengan investasi sebesar US$ 3,3 miliar.

Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran strategis sebagai penghubung utama
antara pemerintah dan pengusaha. Peran ini memberikan tanggung jawab untuk
menciptakan iklim investasi kondusif agar mampu menjalankan mandat pelaksanaan
investasi secara langsung. Peningkatan realisasi investasi, baik melalui PMA dan PMDN
diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
serta menciptakan multiplier effectterhadap berbagai sektor lainnya, seperti penyerapan
tenaga kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam menjalankan
tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Investasi/BKPM harus melaksanakan kinerja
secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance. Salah satu penerapan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyusunan
laporan kinerja.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
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kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan kinerja merupakan bentuk
pertanggungjawaban dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 disusun sebagai media pertanggungjawaban
tentang penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi
manajemen secara benar pada seluruh satuan kerja di Kementerian Investasi/BKPM.
Laporan Kinerja ini digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi
Kementerian Investasi/BKPM untuk dapat menjadi instansi yang akuntabel sehingga
dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi investor, pelaku
usaha, dan masyarakat.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian
Investasi, Kementerian Investasi memiliki tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Investasi

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: T

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi; ﬁ

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi; U

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur N
organisasi di lingkungan Kementerian Investasi;

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 2

Kementerian Investasi; dan 0

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Investasi. 2

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Investasi, Menteri Investasi 2

dibantu oleh:

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;

Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas;

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal.

ouhnNne=

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal, bahwa BKPM memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKPM menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan penanaman modal;

5. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan badan usaha;

PN
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pembuatan peta penanaman modal Indonesia;

koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;

pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan

penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya
saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi
yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

9. pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan
penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi
penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

10. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;

11. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan
penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;

12. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;

13. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;

14. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
BKPM;

15. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan

16. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

®© N

BKPM terdiri dari:

Kepala;

Wakil Kepala;

Sekretariat Utama;

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;

10 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
11. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

ZCcIT>»H
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Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Penetapan peraturan ini dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing
unit organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan Peraturan
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal, struktur organisasi Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagai berikut.
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Menteri Investasi/ Kepala
Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Wakil Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Investasi/BKPM

www.bkpm.go.id
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Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 1.1 dan Peraturan Menteri
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal,
berikut ini merupakan tugas dan fungsi masing-masing bagian:

Menteri Investasi/Kepala BKPM
Bahlil Lahadalia, S.E.

Menteri/Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

ZCcIT>»H

NDMNODN

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM

Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas, antara

lain:

1.Membantu Menteri/Kepala dalam perumusan
dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian
Investasi/BKPM; dan

2.Membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan
pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di
lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.
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Sekretaris Kementerian Investasi/
Sekretaris Utama BKPM
Ir. Ikmal Lukman, M.B.A.

Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian
Investasi/BKPM. Dalam melaksanakan tugasnya,
Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama
menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian

Investasi/BKPM;

2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program,
dan anggaran Kementerian Investasi/BKPM;
3.Pembinaan dan  pemberian  dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan T
dokumentasi Kementerian Investasi/BKPM; A
. o H
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; U
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta N
pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan 2
pengelolaan pengadaan barang/jasa; 0
7. Pengelolaan data dan informasi; dan 2
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. 9
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman
Modal
Dr. Indra Darmawan, S.E., M.Sc., M.M.
—~
! ‘91 at! Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
‘f‘;, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
- ) perencanaan penanaman modal. Dalam
melaksanakan  tugasnya, Deputi  Bidang
Perencanaan Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi:
1.Koordinasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang perencanaan penanaman
modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman

modal;

3. Pengkajian dan pengusulan perencanaan dan inovasi penanaman modal
nasional menurut sektor usaha;

4. Pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
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5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan
peta penanaman modal Indonesia;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta
penanaman modal Indonesia;

7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan
penanaman modal; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
Heldy Satrya Putera, S.E., M.M.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis.
Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang
Hilirisasi Investasi Strategis menyelenggarakan
fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang hilirisasi investasi T
strategis; ﬁ
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di U
bidang hilirisasi investasi strategis; N

3. pengembangan potensi dan peluang bidang hilirisasi investasi strategis;
4. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi investasi 2
strategis; dan 0
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. 2
2

Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Ir. Yuliot, M.M.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan iklim penanaman modal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan iklim
penanaman modal;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengembangan iklim penanaman
modal;
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3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan badan usaha;

4. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan
penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya
saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menyebarkan
informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman
modal;

5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan
iklim penanaman modal;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim
penanaman modal;

7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan
iklim penanaman modal; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
Nurul Ichwan, S.E., M.M.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,

perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan

tugasnya, Deputi Bidang Promosi Penanaman

Modal menyelenggarakan fungsi:

1.Koordinasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang promosi penanaman
modal;

2.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang promosi penanaman modal;

3.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
promosi penanaman modal;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang promosi penanaman modal;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang promosi penanaman modal;

6. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
di bidang promosi penanaman modal; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Menteri/Kepala.

ZCcIT>»H
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Deputi Bidang Kerja Sama
Penanaman Modal
Dr. Riyatno, S.H., L.L.M.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kerja ~sama penanaman modal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kerja
Sama Penanaman Modal menyelenggarakan
fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kerja sama penanaman
modal;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang kerja sama penanaman modal;

3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja
sama penanaman modal;

4. Koordinasi penanaman modal dalam negeri

yang menjalankan kegiatan penanaman T
modalnya di luar wilayah Indonesia; ﬁ
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan U
di bidang kerja sama penanaman modal; dan N
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Menteri/Kepala. 2
Deputi Bidang Pelayanan 0
Penanaman Modal 2
Dr. Achmad Idrus, M.M. 2

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pelayanan penanaman modal. Dalam
melaksanakan  tugasnya, Deputi  Bidang

Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan

fungsi:

1.Koordinasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan penanaman
modal;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pelayanan penanaman modal;

3.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
pelayanan penanaman modal terpadu satu
pintu;

4. Koordinasi pelaksanaan penempatan
perwakilan/pejabat dari sektor terkait dalam
pelayanan penanaman modal terpadu satu
pintu;
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5. Koordinasi pemberian pelayanan perizinan, pelayanan berbantuan, dan
pelayanan fasilitas penanaman modal;

6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan
penanaman modal;

7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penanaman
modal;

8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
penanaman modal; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
Imam Soejoedi, S.E., M.M.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian
pelaksanaan  penanaman  modal. Dalam
melaksanakan  tugasnya, Deputi  Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang
pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengendalian pelaksanaan penanaman
modal;

3. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal,
pemberian bantuan penyelesaian berbagai
hambatan dan konsultasi permasalahan yang
dihadapi penanam modal dalam menjalankan
kegiatan penanaman modal;

4. Fasilitasi persebaran penanaman modal di
seluruh  Indonesia  dan penyelesaian
permasalahan dan kendala pelaku usaha;

5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan

pengawasan administratif dan atau fisik realisasi penanaman modal;

6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di
bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; pemberian bimbingan
teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian
pelaksanaan penanaman modal; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

ZCcIT>»H
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Deputi Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman
Modal mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang teknologi informasi
penanaman modal. Dalam melaksanakan
tugasnya, Deputi Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
1.Koordinasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang teknologi informasi
penanaman modal;
2.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang teknologi informasi penanaman modal;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem
informasi penanaman modal;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem

informasi penanaman modal; T

5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi ﬁ
penanaman modal; dan U

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala N

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri/Kepala juga dibantu oleh staf ahli yang berada 2
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administratif 0
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, yang terdiri dari: 2

1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal mempunyai tugas 2

memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait
dengan peningkatan daya saing penanaman modal.

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan ekonomi makro.

3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan
hubungan kelembagaan.

4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas
Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait
dengan sektor investasi prioritas.

5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait
dengan teknologi informasi dan integrasi sistem.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Investasi/BKPM didukung
oleh 647 orang pegawai (per 31 Desember 2022) dari berbagai bidang keahlian dan
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disiplin ilmu, yang terdiri dari laki-laki 339 orang atau 52% dan perempuan 308 orang
atau 48%. Pegawai Kementerian Investasi/BKPM tersebut tersebar pada 7 (tujuh) Unit
Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Utama 203 orang, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal 66 orang, Deputi
Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 45 orang, Deputi Bidang Promosi
Penanaman Modal 62 orang, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal 50 orang,
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal 92 orang, Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal 76 orang. Selain itu, pada 31 Desember 2021 juga
tercatat data pegawai Kementerian Investasi/BKPM yang melaksanakan tugas belajar
sebanyak 14 orang, diperbantukan pada Instansi lain sebanyak 16 orang, dan Cuti di
Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 12 orang. Keragaman sumber daya manusia
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja
seperti pada diagram berikut.

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Deputi Bidang Perencanaan PM I m
Deputi Bidang Pengembangan Iklim PM I m
Deputi Bidang Promosi PM I E
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Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Kementerian Investasi/BKPM di Setiap Unit Eselon 1

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia
Kementerian Investasi/BKPM sebagai berikut: S3 sebanyak 6 orang (0,93%); S2
sebanyak 209 orang (32,3%); S1/D4 sebanyak 369 orang (57,03%); D3 sebanyak 19
orang (2,94%); SLTA sebanyak 43 orang (6,65%); dan di bawah SLTA sebanyak 1 orang
(0,15%). Komposisi sumber daya manusia Kementerian Investasi/BKPM menurut
pendidikan seperti pada diagram berikut.
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Gambar 1.3
Komposisi Tingkat Pegawai Kementerian Investasi/BKPM
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1.3 Peran Strategis

Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran strategis sebagai penghubung antara
pemerintah dan dunia usaha. Berdasarkan sejarahnya, Kementerian Investasi/BKPM
berawal dari terbentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) pada
tahun 1967. Badan ini merupakan organisasi yang bertugas dalam menjalankan
pertimbangan terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Pada saat itu, Pemerintah
Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri. Selanjutnya, Pemerintah melakukan restrukturisasi penanaman modal di
Indonesia dengan penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, BKPM mempunyai peran yang strategis yaitu mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi Pemerintah,
antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Selain bertindak sebagai advokat
yang proaktif di bidang investasi, BKPM juga berperan sebagai fasilitator antara
pemerintah dan investor.

Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya berperan untuk meningkatkan realisasi
investasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan nasional
melalui peningkatan serta pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja. Investasi atau PMTB menjadi salah satu komponen dengan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Kontribusi PMTB
terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 29,08%. Hal ini sejalan
dengan peningkatan realisasi investasi di Indonesia, baik PMA maupun PMDN.
Peningkatan realisasi investasi ini berkontribusi pada pembentukan bisnis serta industri
baru yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja
dan peningkatan daya beli konsumsi rumah tangga.
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Untuk terus meningkatkan layanan penanaman modal serta penciptaan iklim
investasi yang kondusif. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi
Penanaman Modal. Penetapan produk hukum tersebut kemudian dilanjutkan dengan
pengesahan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta
Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM. Berdasarkan berbagai produk hukum tersebut, BKPM
telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak 26 Januari 2015.

Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal, Kementerian
Investasi/BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kementerian
Teknis/Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang
merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal. Selain itu, Kementerian
Investasi/BKPM juga dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Kementerian
Teknis/Lembaga dengan hak substitusi kepada PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten/Kota,
PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atas Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus. Badan Koordinasi Penanaman Modal kemudian berubah menjadi
Kementerian Investasi pada tahun 2021 melalui penatapan Peraturan Presiden Nomor
31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dengan
perubahan ini, Kementerian Investasi/BKPM memiliki rentang tugas yang lebih luas
dalam penyelenggaraan urusan investasi di Indonesia.

Penyelenggaraan urusan investasi di Indonesia juga harus didukung oleh
koordinasi serta komunikasi antar jenjang penyelenggara urusan investasi baik secara
horizontal maupun vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten/Kota, diamanatkan juga bahwa pembinaan teknis atas penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal di daerah guna meningkatkan
realisasi investasi dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam
rangka percepatan serta penciptaan iklim investasi kondusif dengan pemanfaatan
teknologi digital. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan
Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission (OSS)
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, seluruh pelayanan perizinan berusaha
meliputi pendaftaran berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha,
dan izin operasional komersial melalui lembaga OSS yang ditegaskan dilaksanakan oleh
BKPM.

Kementerian Investasi/BKPM memiliki tanggung jawab utama terhadap
penyelenggaraan urusan investasi di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan penetapan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan
Berusaha. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha dan
pemberian fasilitas investasi yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga
didelegasikan kepada BKPM. Hal ini, tidak lain dilakukan dalam rangka mewujudkan
proses perizinan berusaha yang lebih cepat. Kementerian Investasi/BKPM menjadi foca/
point untuk menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis. Sebagai
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penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, kementerian bertanggung jawab
untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Kementerian Investasi/BKPM merupakan dua lembaga pemerintah yang dipimpin
oleh menteri dan kepala yang sama dalam menjalankan tugasnya sebagai
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi dan membantu presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Wewenang Kementerian Investasi
berhubungan dengan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, sementara Kementerian
Investasi/BKPM berperan sebagai eksekutor atas kebijakan di bidang penanaman modal.
Setelah Kementerian Investasi/BKPM dikukuhkan statusnya menjadi Kementerian
Investasi di tahun 2021 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia,
maka sasaran lembaga investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi
yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan
investasi bermutu guna menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, melaksanakan
amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam
pembangunan dan pengembangan sistem Online Single Submission (OSS), serta
melaksanakan reformasi sistem perizinan berbasis risiko dan reformasi perpajakan guna
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada konsep pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) dan akselerasi pertumbuhan ekonomi
Indonesia menuju fase negara maju pada tahun 2045.

Undang-Undang Cipta Kerja beserta 51 aturan turunannya menuntut organisasi T
publik untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. ﬁ
Salah satu fokus utama dalam undang-undang ini adalah penyederhanaan perizinan, U
persyaratan investasi, dan kemudahan berusaha. Peraturan pelaksana Undang-Undang N
Cipta Kerja yang terkait langsung dengan perizinan dan kemudahan berusaha, antara ,
lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 0

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah; 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan
serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang
Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
49 Tahun 2021.

Reformasi perizinan berusaha diperkuat melalui simplifikasi dan kemudahan
investasi dan ekspor, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu fokus
utama dalam kebijakan adalah perbaikan proses bisnis dan administrasi dalam
penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS)
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yang diarahkan untuk mengurangi rantai birokrasi sehingga dapat mempermudah
kegiatan para pelaku usaha. Dari sisi kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik, lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan pemutakhiran
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti e-procurement,
Satu Data Indonesia, dan Kebijakan Satu Peta. Sementara, pada sisi kelembagaan,
dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah
menghadapi tantangan berat dalam merealisasikan pola perumusan proses bisnis yang
efektif dan optimal, pengelolaan sumber daya yang efisien dan kreatif untuk menunjang
prioritas nasional dalam peningkatan nilai tambah ekonomi, serta pembentukan iklim
serta peningkatan kinerja investasi.

Untuk mendukung perizinan berusaha berbasis risiko, Kementerian
Investasi/BKPM telah menerbitkan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021, antara lain:

1. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;

2. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
dan

3. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

1.4 Tantangan dan Permasalahan

Kementerian Investasi/BKPM menghadapi beberapa permasalahan umum pada
tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi global yang belum pulih;

2. Pandemi Covid-19 gelombang ketiga yang menghambat proses pelaksanaan

kegiatan;
3. Kondisi infrastruktur daerah yang belum merata; dan
4. Permasalahan pengadaan lahan di daerah.

ZCcIT>»H
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Kementerian Investasi/BKPM juga telah mengidentifikasi beberapa permasalahan
utama khususnya dalam upaya meningkatkan realisasi investasi, antara lain dalam hal:
1. Perbaikan kemudahan berusaha

a. Kemudahan Berusaha oleh World Bank. Pada tanggal 27 Agustus 2020, World
Bank menghentikan sementara proses Laporan EoDB 2021 dan melakukan
internal audit untuk mengevaluasi data selama beberapa tahun terakhir
karena terdapat ketidakberesan data. Namun demikian, pada tanggal 16
September 2021, terdapat pengumuman dari World Bank terkait penghentian
Survei Kemudahan Berusaha;

b. Disharmoni peraturan-peraturan baik di tingkat pusat atau kementerian
/lembaga dan daerah sehingga perlu disimplifikasi, diharmonisasi, dan
disinkronisasi;

c. Cepatnya perubahan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga
membutuhkan  sosialisasi secara  menyeluruh, baik di  tingkat
Kementerian/Lembaga maupun di daerah;

d. Implementasi pelaksanaan perizinan tidak sesuai dengan regulasi sehingga
prosedur yang banyak, waktu penyelesaian lebih lama, dan biaya lebih tinggi;

e. Belum semua K/L menetapkan NSPK yang menjadi acuan bagi aparatur untuk
menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha; dan
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f. Masih banyak NSPK K/L, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih
harus dikaji sehingga NSPK tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem
OSS.

2. Eksekusi realisasi penanaman modal besar

a. Sulitnya pengadaan lahan karena kurangnya validitas data tanah di Indonesia
dan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang daerah dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) di daerah;

b. Masih terdapat ketidakpatuhan para pelaku usaha yang menyampaikan;

c. Eksekusi pemenuhan komitmen izin-izin di daerah masih belum dilakukan
secara maksimal;

d. Permasalahan pengadaan lahan di daerah, salah satunya adalah sulitnya
pembebasan lahan ulayat dan cagar budaya;

e. Belum semua daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

f. Permasalahan dalam memperoleh persyaratan dasar dalam melakukan
kegiatan usaha yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(PKKPR), izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan pengurusan sertifikat
laik fungsi; dan

g. Permasalahan dalam memperoleh perizinan berusaha dalam melakukan

kegiatan = konstruksi  maupun  dalam rangka menuju  tahap T
operasional/komersial. ﬁ
3. Penanaman modal besar bermitra dengan UMKM U
a. Kurangnya permodalan, pembinaan, dan kemitraan bagi usaha mikro, kecil, N
dan menengah;
b. Kurangnya tenaga kerja Indonesia dengan keahlian yang dibutuhkan; 2
c. Kurangnya jaringan kerija; 0
d. Kesesuaian antara kebutuhan pekerjaan dari perusahaan PMA/PMDN dengan 2
kemampuan atau kompetensi UMKM belum cukup optimal sehingga belum
diperoleh rencana kemitraan investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan; 2

e. Progres dari hasil rencana kemitraan investasi dalam kegiatan kemitraan
usaha (matchmaking) belum secara maksimal ditindaklanjuti;

f. Belum optimalnya kesesuaian dan variasi calon mitra bisnis bagi para UMKM;

g. Sulitnya mendapatkan data perusahaan besar (PMDN/PMA) vyang
membutuhkan pasokan bahan baku atau menampung barang produksi
(supply chain), mendapatkan data pelaku usaha nasional khususnya UMKM
yang potensial untuk menjadi mitra usaha yang siap untuk melakukan
kemitraan serta belum tervalidasinya data perusahaan besar (PMDN/PMA)
yang wajib bermitra;

h. Belum optimalnya pengaruh kegiatan investasi PMDN dan PMA yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di antaranya untuk pemberdayaan
dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil; dan

i. Belum optimalnya koordinasi K/L, instansi daerah, dan asosiasi terkait
peningkatan pengembangan usaha nasional PMDN khususnya UMKM.

4. Penyebaran penanaman modal berkualitas

a. Ketersediaan infrastruktur, baik di sektor transportasi (jalan, bandara,
pelabuhan) maupun energi (listrik, gas, air). Dengan demikian konektivitas
distribusi dari pabrik ke wilayah pemasaran meningkat dan mengurangi beban
biaya usaha (cost effective);

b. Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari APBN dan APBD;
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c. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum maksimal;

d. Insentif fiskal/non fiskal yang ditawarkan selama ini belum cukup menarik
untuk investor;

e. Belum optimalnya pemberian insentif daerah yang disesuaikan dengan
kebutuhan investor; dan

f. Belum lengkapnya data peta potensi dan peluang investasi di seluruh
Kabupaten/Kota sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat memusatkan
sentra perkembangan ekonomi dan mendekatkan bahan baku kepada pelaku
usaha.

5. Promosi penanaman modal terfokus berdasarkan sektor dan negara

a. Persaingan yang ketat antar negara untuk menarik investor potensial dari
negara-negara maju yang mengekspor modal dan teknologi;

b. Diperlukannya kebijakan dan insentif pro investasi yang tepat untuk
mendorong investor asing merealisasikan minat investasinya;

c. Informasi sektor-sektor usaha prioritas berdasarkan wilayah/daerah yang siap
ditawarkan kepada investor (Investment Project Ready to Offer) dan potensi
investasi regional yang belum lengkap;

d. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan perwakilan RI di
luar negeri dalam melakukan kegiatan promosi penanaman modal;

e. Penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara termasuk Indonesia
yang signifikan sehingga investor masih ragu untuk memulai investasi;

f. Pembatasan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi
daya beli dan konsumsi masyarakat di beberapa sektor sehingga investor
cenderung menunggu hingga kondisi perekonomian stabil;

g. Keterbatasan aktivitas promosi penanaman modal dari offiine meeting,
kunjungan lapangan, seminar, baik dalam maupun luar negeri, yang menjadi
full virtuall online untuk meminimalkan penyebaran Covid-19 serta adanya
penghematan anggaran;

h. Inovasi dalam kegiatan promosi melalui teknologi digital yang harus dilakukan
bersama daerah belum didukung dengan infrastruktur pendukung yang
memadai; dan

i. Belum adanya kebijakan, peraturan, atau insentif khusus terkait investasi yang
berkelanjutan (sustainable investment) yang dapat menjadi daya tarik bagi
investor.

6. Peningkatan penanaman modal dalam negeri khususnya UMKM

a. UMKM menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku dan terbatasnya
peluang untuk bekerja sama dengan industri besar secara saling
menguntungkan;

b. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baru kesulitan untuk masuk ke
dalam rantai pasok industri besar karena keterbatasan akses;

c. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak mendapatkan insentif yang
memadai;

d. Akses pembiayaan dengan suku bunga rendah masih terbatas bagi pelaku
usaha;

e. Kompetensi kewirausahaan pelaku usaha masih kurang optimal;

f. Kehadiran UMKM belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan besar
PMA dan PMDN sebagai mitra usaha;

g. Pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi pelaku usaha masih kurang; dan

h. Akses pasar masih terbatas bagi UMKM.
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7. Penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS RBA

a. Integrasi terkendala perbedaan teknologi antar sistem;

b. Implementasi peraturan pelaksana turunan UUCK yang akan ditanam ke dalam
sistem OSS RBA masih perlu sinkronisasi antar sektor;

c. Tingginya perputaran posisi ASN Daerah (four of duty) yang telah memperoleh
pelatihan penggunaan sistem OSS RBA;

d. Perlu ditingkatkan upaya mengubah perilaku pelaku usaha dan birokrasi baik di
tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi untuk
memperoleh/memproses perizinan berusaha; dan

e. Pengembangan teknologi informasi yang bersifat dinamis dan responsif
menanggapi kebutuhan pelaku usaha dan perkembangan zaman.

8. Hilirisasi Investasi Strategis
a. Perlu komitmen bersama antara beberapa pihak baik instansi pemerintah
maupun swasta dalam membangun kesadaran untuk mengembangkan hilirisasi
sumber daya di dalam negeri sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi
perekonomian nasional; dan
b. Perlu sinkronisasi dan koordinasi lebih mendalam dengan instansi lain baik pusat
maupun daerah dalam rangka mendukung penyusunan peta jalan (roadmap)

hilirisasi investasi strategis. /I
1.5 Sistematika Laporan Kinerja U
Laporan kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun N

2022 memiliki susunan sebagai berikut:
1) RINGKASAN EKSEKUTIF 2
Pada bab ini gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja 0
Kementerian Investasi/BKPM selama 1 (satu) tahun. 2

2) BAB I PENDAHULUHAN

Bab ini memberikan gambaran terkait penjelasan umum organisasi, dengan 2

penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran

strategis Kementerian Investasi/BKPM.

3) BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini akan memberikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis,

prioritas pembangunan nasional dan penyusunan rencana kerja serta

anggaran.
4) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun
2022. Subbab ini akan menguraikan capaian kinerja Sasaran Strategis
Kementerian Investasi/BKPM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.

b. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM
Tahun 2022. Subbab ini diuraikan rincian penilaian kinerja organisasi yang
dicapai selama tahun 2022 menggunakan empat perspektif Balanced
Scorecard (BSC).

c. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja. Subbab ini akan menyampaikan
rincian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran
Strategis dan Sasaran Program yang dibandingkan dengan capaian
kinerja tahun sebelumnya, serta gambaran perkembangan dan kendala
yang dihadapi.
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d. Keterkaitan Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian. Subbab ini akan menyampaikan keterkaitan kinerja dan
peran unit kerja dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian
Investasi/BKPM

e. Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Nasional
Dalam RPIJMN 2020-2024. Subbab ini memaparkan capaian indikator
target yang terkait dengan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM
yang tercantum pada Lampiran RPJMN 2020-2024.

f. Capaian Kinerja Anggaran. Subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.

g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Subbab ini akan menguraikan
pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam
mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi
anggaran yang digunakan untuk mencapai target.

5) BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menyajikan inovasi/inisiatif peningkatan akuntabilitas kinerja selama
tahun 2022

6) BABV PENUTUP

Bab ini menyajikan ringkasan pencapaian kinerja selama tahun 2022 dan

rencana tindaklanjut sebagai bagian rekomendasi perbaikan kinerja di tahun

mendatang.
7) LAMPIRAN

a. Pohon Kinerja

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

c. Daftar Penghargaan

d. Pernyataan Telah Direviu

ZCcIT>»H
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2.1. Perencanaan Kinerja
2.1.1. Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Berdasarkan status legal formal yang berlaku, Kementerian Investasi/BKPM
menggunakan dasar Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024,
sebagai acuan serta pedoman penyusunan rencana kerja bagi Kementerian
Investasi/BKPM dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan. Rencana strategis
tersebut memuat visi dan misi kelembagaan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut
dalam tujuan serta sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan pengendalian
pelaksanaan program serta kegiatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi menteri/pimpinan
lembaga wajib mengacu pada visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden Tahun 2020-
2024 sebagaimana termuat dalam Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor
B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019. Kementerian Investasi/BKPM menetapkan visi
rencana strategis tahun 2020-2024 sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan
kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan
Gotong Royong”

ZCcIT>»H

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi/BKPM
melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; dan

2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta
dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden,
maka Kementerian Investasi/BKPM menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan

Indonesia sebagainegara tujuan penanaman modal; serta ‘

NDMNODN

2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung
pelayanan publik yang prima.

SSEL.

© Masyarakat
[ preiden Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal®
<K

+  Pelaku Usahat SSER.
T PenannamModalt Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal®

SPEL.
Meningkatnya
Kualitas

SPE2.
Meningkatnya
Perencanaan Kualitas Iim SPb.
Penanaman Modal®@ TR ML SPE.B Meningkatnya
EEEEEE Meningkatnya Kualitas
Kualitas Pelayanan Pengendalian
Penanaman Modal@ Pelaksanaan

SPEB. SP&H. Penanaman Modal2

Meningkatnya Meningkatnya

Kualitas Kerjasama Efektivitas Promosi
Penanaman Modal@ Penanaman Modal@l

SSEB.
Terwujudnya ASNEBKPMBFangEompeten,Profesional,@lan@Berintegritas

Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024
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Gambaran peta strategi dalam upaya Kementerian Investasi/BKPM untuk
mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Peta Strategi dilakukan melalui 4 (empat) perspektif penilaian dengan pendekatan
Balanced Scorecard (BSC), dimulai dari stakeholder, customer, internal process, dan
learning and growth atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi/BKPM
Tahun 2022.

2.1.2. Sasaran Strategis

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 menguraikan
bahwasanya Sasaran Strategis K/L (Outcome/Impact) adalah kondisi yang akan dicapai
secara riil oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan
oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selanjutnya, perumusan
Sasaran Strategis K/L patut serupa dengan sasaran pembangunan yang tertuang pada
RPIJMN Tahun 2020-2024 dan/atau RPJPN Tahun 2005-2025, sesuai dengan tugas fungsi
per K/L dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang tercantum
dalam RPIMN. Perihal ini, hendaknya tetap selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan
Wakil Presiden serta tugas dan fungsi K/L yang bertautan.

Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,
ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun
2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan
Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-
2024, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi/BKPM pada
periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;

2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan

3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran
Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1
berikut.

ZCcIT>»H
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Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan
Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM
Tahun 2020-2024

Dukungan Kementerian
Investasi/BKPM terhadap

Dukungan Kementerian

Investasi/BKPM

. . Pelaksanaan Misi Sasaran
terhadap\is Presiden  presidendan Wakil Strategis
Presiden

BKPM yang Andal, Struktur Ekonomi yang Terwujudnya 1. Meningkatnya
Profesional, Inovatif, dan | Produktif, Mandiri, dan peningkatan daya realisasi
Berintegritas dalam Berdaya Saing saingpenanaman penanaman
Pelayanan kepada modal untuk modal
Presiden dan Wakil menjadikan Indonesia |2, Meningkatnya
Presiden untuk sebagai kepercayaan
Mewujudkan Visi dan Misi negara tujuan pelaku usaha /
Presiden dan Wakil penanaman modal penanam modal
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Dukungan Kementerian
Investasi/BKPM terhadap

Dukungan Kementerian
Investasi/BKPM

. . Pelaksanaan Misi Sasaran
ti::‘\jlsapl‘(’ills;':;ﬂ::n Presidenc!an Walkil Strategis
Presiden

Presiden:“Indonesia Maju | Pengelolaan Pemerintahan Terwujudnya tata Terwujudnya
yang Berdaulat, Mandiri, |yang Bersih, Efektif, dan Keloladan penguatan birokrasi yang
dan Berkepribadian Terpercaya kelembagaan untuk bersih, efektif, dan
berlandaskanGotong mendukung pelayanan | melayani
Royong.” publik yang prima.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian
Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional
dalam RPIJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM dimasukkan ke dalam
3 (tiga) perspektif Balanced Scorecard,yaitu:

o Stakeholder Perspective, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-1)

Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator kinerja utama:
a. Nilai Realisasi Penanaman Modal;

b. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder;

C. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa); dan

d. Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN Termasuk UMKM.

e Customer Perspective, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-2)
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, dengan indikator
kinerja utama yaitu Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB).

e Learning and Growth, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-3)
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, dengan indikator
kinerja utama:

a. Nilai Reformasi Birokrasi BKPM; dan
b. Opini Atas Laporan Keuangan BKPM.

ZCcIT>»H
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Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan target Indikator Kinerja Utama
KementerianInvestasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

Sasaran Stategis

dan Indikator Satuan
Kinerja Utama 2020 2021 2022 2023
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal
1 |Nilai realisasi Rp Triliun 817,2 858,5 968,4 1.099,8 1.239,3
penanamanmodal
2 |Nilai realisasi Rp Triliun 227,2 268,7 352,5 483,9 646,1
penanamanmodal
sektor sekunder
3 |Sebaran penanaman % 48,3 49,0 49,7 50,6 51,7
modalberkualitas (di
luar Jawa)
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Sasaran Stategis

dan Indikator
M Gl 2020 | 2021 | 2022 2023 2024

4 |Kontribusi investasi % 48,8 49,7 50,3 51,9 53,1
dalamnegeri/PMDN
termasuk UMKM

SS-2 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal

5 |Peringkat kemudahan | Peringkat 60 56 51 45 40
berusaha (£ase of EoDB
Doing Business)
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani
6 |Nilai Reformasi Predikat/ |BB (>70%-|BB (>70%-| A (>80%- | A (>80%- | A (>80%-
Birokrasi BKPM Nilai 80%) 80%) 90%) 90%) 90%)
7 |Opini atas laporan Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP

keuangan BKPM

2.1.3. Sasaran Program
Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam
rangka pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran Program yang dirumuskan harus
menggambarkan hasil (outcome) dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon I
sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat
dengan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan Peta Strategi
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024, Sasaran Program ini dimasukkan ke
dalam internal process perspective karena berkaitan langsung dengan program unit
organisasi Eselon I yang mendukung Sasaran Strategis KementerianInvestasi/BKPM.
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM sebagai berikut:
o Internal Process Perspective terdiri dari 6 (enam) Sasaran Program (SP) yaitu:
1. (SP-1) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal, dengan
indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan
Pengembangan Penanaman Modal.
2. (SP-2) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, dengan indikator
kinerja:
a. Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha (starting a business);
dan
b. Perusahaan Besar yang Bermitra dengan UMKM.
3. (SP-3) Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal, dengan
indikator kinerja:
a. Nilai Komitmen Penanaman Modal; dan
b. Jumlah Minat Penanaman Modal.
4. (SP-4) Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal, dengan
indikator kinerja yaitu Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar
Negeri yang Telah Diimplementasikan.
5. (SP-5) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal, dengan
indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan
Penanaman Modal.
6. (SP-6) Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman
modal, dengan indikator kinerja yaitu Fasilitasi Permasalahan yang
Dihadapi Perusahaan (debottlenecking).

ZCcIT>»H
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Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan target Indikator Kinerja Kementerian
Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

Sasaran Program dan
Indikator Kinerja L 5020

2021 2022 2023 2024

SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal
1 |Indeks kualitas pemetaan dan (Indeks) |3,50 dari | 3,65 dari | 3,75 dari | 3,90 dari | 4,00 dari
perencanaan pengembangan skala5 | skala5 | skala5 | skala5 | skala 5

penanaman modal

SP-2 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal

2 |Jumlah hari dan prosedur dalam Hari Prosedur 8 6 6 4 3
memulai usaha (starting a business) 10 8 7 5 3

3 |Perusahaan besar yang bermitra Jumlah 120 145 167 183 205
dengan UMKM Perusahaan

SP-3 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal
Nilai komitmen penanaman modal Rp Triliun 1.362,0 | 1.430,8 | 1.614,0 | 1.833,0 | 2.065,5
5 |Jumlah Minat Penanaman Modal Minat 6.900 7.400 7.900 8.450 9.100
SP-4 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal

6 |Kesepakatan / perjanjian kerja sama | Kesepakatan/
dalam dan luar negeri yang telah perjanjian/ 50 53 58 64 69
diimplementasikan perundingan

SP-5 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal
7 |Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) 3,3dari |3,35dari| 3,4dari |3,45 dari| 3,5 dari

atas pelayanan penanaman modal skala4 | skala4 | skala4 | skala4 | skala4
SP-6 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
8 [Fasilitasi permasalahan yang Perusahaan 116 126 132 138 143
dihadapiperusahaan
(debottlenecking)

Kementerian Investasi/BKPM memiliki 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 7
(tujuh) unitEselon I, yaitu Program Penanaman Modal (Teknis) dan Program Dukungan
Manajemen (Generik) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4

Program yang Dilaksanakan Unit di Kementerian Investasi/BKPM

1 | Program Penanaman | Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Modal (Teknis) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

2 |Program Dukungan |Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Manajemen

www.bkpm.go.id "-5
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2.1.4. Alokasi Anggaran

Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk menjamin akuntabilitas dengan
pertanggungjawaban setiap anggaran yang digunakan. Kementerian Investasi/BKPM
berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Kementerian Investasi/BKPM sebagai lembaga pemerintah selalu berupaya untuk
meningkatkan tata kelola keuangan negara, tidak hanya untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan organisasi, namun juga untuk mewujudkan pengelolaan negara yang
bersih dan bebas korupsi. Kementerian Investasi/BKPM pada tahun anggaran 2022
memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.258.442.045.000 (satu triliun dua ratus lima puluh
delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah). Berikut
ini merupakan alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022.

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022
Dukungan Manajemen 316.255.038.000
Penanaman Modal 942.187.007.000

Total Pagu 1.258.442.045.000

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum

dalam 2 (dua) program sebagai berikut: T

A

Tabel 2.6 }

Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 N

Berdasarkan Program dan Satuan Kerja

2

1 |Penanaman Modal (Teknis) 942.187.007.000 0
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal 100.125.004.000

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis 82.659.000.000 2

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 23.431.467.000 2
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal 270.432.280.000
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal 2.283.933.000

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal 89.483.321.000 |
Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal 269.700.179.000
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal 132.172.515.000
2 | Dukungan Manajemen 316.255.038.000
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama 316.255.038.000
Total 1.258.442.045.000

Selain itu, alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022
berdasarkan jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022

Berdasarkan Jenis Belanja
No | Jenis Belanja Pagu 2022 (Rp)

1 |Belanja Pegawai 144.189.185.000
2 | Belanja Barang 1.069.612.879.000
3 | Belanja Modal 44.639.981.000

Total 1.258.442.045.000

www.bkpm.go.id "-6



LAPORAN

KINERJA

Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan
komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja
antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan
kinerjadigunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi,menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur.

Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1.| Meningkatnya realisasi 1. | Nilai realisasi penanaman modal (Rp 968,4
penanaman modal Triliun)
2. | Nilai realisasi penanaman modal sektor 352,5
sekunder (RpTriliun)
3. | Sebaran penanaman modal berkualitas 49,7
(di luar Jawa) (%) T
4. | Kontribusi penanaman modal dalam 50,3 A
negeri (PMDN)termasuk UMKM (%) H
CUSTOMER PERSPECTIVE U
2.| Meningkatnya kepercayaan | 5. | Peringkat kemudahan berusaha (£ase of 51 N
pelaku usaha/penanam Doing Business) (peringkat)
modal 2
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 0
3.| Terwujudnya birokrasi yang| 6. | Nilai reformasi birokrasi BKPM A (80)
bersih, efektif, dan melayani (predikat/nilai) 2
7. | Opini atas laporan keuangan BKPM WTP 2
(opini BPK)

Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 merupakan
pelaksanaan target kinerja tahun kedua Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024, yang
memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang
terkait dengan tugas fungsi Kementerian Investasi/BKPM. Perjanjian Kinerja
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 selengkapnya disampaikan pada lampiran.

Dalam pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2022, Kementerian
Investasi/BKPM menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC)
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal. Metode BSC tersebut menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi ke dalam
suatu peta strategi. Peta strategi tersebut menjabarkan strategi secara visual, melalui
sejumlah sasaran strategis/sasaran program yang terangkai dalam hubungan sebab
akibat dan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu stakeholder perspective,
customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective

Selaras dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM
melaksanakan evaluasi secaraberkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah
satu outputmnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui
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penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan
membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU.
Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

NKO = X (% Capaian Kinerja x Bobot Perspektif)

Selanjutnya, penghitungan indeks capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Apabila realisasi IKU melebihi target, di mana target yang ditetapkan
merupakan target maksimalyang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU
tersebut dikonversi menjadi 120.

2. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka
indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Keempat perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perspektif dan Bobot Balanced Scorecard
Bobot
Perspektif

4 Perspektif 3 Perspektif 3 Perspektif T
1 | Stakeholders 30% 40% - A
2 | Customers 30% - 40% H
3 | Internal Process 20% 30% 30% H

4 | Learning and Growth 20% 30% 30%
2
Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dikelompokkan ke dalam 5 0

(lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.10 2
Kategorisasi Kinerja 2

No \ET] Kode Kategori

1 100 — ke atas Sangat Baik
2 76 - 99 Hijau Muda Baik

3 61-75 Kuning Cukup

4

5

51-60 Oranye Kurang
50 — ke bawah [ — Buruk

www.bkpm.go.id "-8
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3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun

2022

Kementerian Investasi/BKPM menetapkan 7 indikator kinerja utama (IKU) pada
tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut ditetapkan melalui perjanjian kinerja
Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020. Perjanjian kinerja ini menjadi dasar dan
rujukan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai target
yang telah ditetapkan. Hal ini juga menjadi dasar pengukuran capaian strategis yang
dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditentukan dalam
Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024. Berikut ini merupakan capaian sasaran
strategis Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022.

Tabel 3.1

Capaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama r— "
Target | Realisasi

Meningkatnya 1. Nilai realisasi Rp968,4 Rp1207,2 120,00

realisasi penanaman modal Triliun Triliun

penanaman modal 2. Nilai realisasi Rp352,5 Rp497,7 120,00
penanaman modal sektor Triliun triliun
sekunder
3. Sebaran penanaman 49,70% 52,73% 106,10 T
modal berkualitas (di luar A
Jawa) H
4. Kontribusi penanaman 50,30% 45,80% 91,05 U
modal dalam negeri N
(PMDN) termasuk UMKM

reen;pgakaat;\za claky | 5- Peringkat kemudahan 2

percay P berusaha (£ase of Doing 51 N/A* N/A* N/A*

usaha / penanam ; 0
Business)

modal

Terwujudnya 0 e reformasi birokrasi | p (go) | BB(7820) | 97,75 2

birokrasi yang — 2

bersih. efektif dan 7. Opini atas laporan

' keuangan BKPM (opini WTP WTP 100,00
melayani BPK)

Berdasarkan data di atas, terdapat satu indikator kinerja utama tidak dapat
diketahui capaian realisasinya. Indikator kinerja utama tersebut adalah peringkat
kemudahan berusaha. Bank Dunia mengumumkan penghentian Survei Kemudahan
Berusaha pada tanggal 16 September 2021, sebagaimana dimuat dalam laman berikut
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-
discontinue-doing-business-report

3.2. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM

Tahun 2022

Kementerian Investasi/BKPM menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC)
dalam melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi. Dengan menggunakan metode
BSC, perhitungan capaian nilai kinerja organisasi (NKO) dilakukan dengan
mengkomparasikan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada masing-masing sudut pandang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah
dilakukan, dapat diketahui data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian
Investasi/BKPM Tahun 2022 adalah sebesar 106,06. Nilai tersebut berdasar pada
capaian kinerja masing-masing sudut pandang sebagaimana dijabarkan pada tabel
berikut ini.
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Tabel 3.2

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022
Rata-Rata
Sasaran

Rata-Rata

Capaian Perspektif

(%) Kategori

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

(%)

(%)

STAKEHOLDER PERSPECTIVE (40%)

penanaman modal

sama dalam dan luar negeri yang
telah diimplementasikan

perjanjian /
perundingan)

1. Meningkatnya realisasi penanaman 1. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun) Rp968,4 Rp1.207,2 120,00 108,60 108,60 43,44
modal 2. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun) Rp352,5 Rp497,7 120,00

sektor sekunder

3. Sebaran penanaman modal (%) 49,70% 52,73% 106,10

berkualitas (di luar Jawa)

4. Kontribusi penanaman modal (%) 50,30% 45,80% 91,05

dalam negeri (PMDN) termasuk

UMKM
CUSTOMER PERSPECTIVE (0%)
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku 5. Peringkat kemudahan berusaha (peringkat EoDB) 51 N/A* N/A* N/A* N/A* N/A* N/A*
usaha / penanam modal (Ease of Doing Business)
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)
3. Meningkatnya kualitas perencanaan 6.Indeks kualitas pemetaan dan (indeks) 3,75 dari 4,44 dari 118,40 118,40 109,88 32,96
penanaman modal perencanaan pengembangan skala 5,0 skala 5,0

penanaman modal
4. Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi | 7. Rekomendasi hilirisasi investasi (jumlah 8 8 100,00 100,00
strategis strategis yang akan rekomendasi)

diimplementasikan

ke dalam rencana aksi
5. Meningkatnya kualitas iklim penanaman | 8. Jumlah hari dalam memulai (hari) 6 2,5 120,00 113,78
modal usaha/starting a business

9. Jumlah prosedur dalam memulai (jumlah prosedur) 7 2 120,00

usaha/starting a business

10. Persentase realisasi perusahaan (%) 30 30,69 102,30

PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra

dengan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) sesuai dengan

peraturan perundangan
6. Meningkatnya efektivitas promosi 11. Nilai komitmen penanaman (Rp Triliun) 1.614 2.357,10 120,00 117,34
penanaman modal modal

12. Jumlah minat penanaman modal (jumlah minat) 7.900 9.064 114,73

melalui berbagai kegiatan promosi

penanaman modal
7. Meningkatnya kualitas kerja sama 13. Kesepakatan / perjanjian kerja (kesepakatan / 58 155 120,00 120,00
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Sasaran Strategis

8. Meningkatnya kualitas pelayanan
penanaman modal

Indikator Kinerja Utama

14. Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas pelayanan penanaman
modal

Satuan

(Indeks)

3,4 dari
skala 4

Realisasi

3,4 dari
skala 4

Capaian

(%)

Kategori
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Rata-Rata
Sasaran
(%)

Rata-Rata
Perspektif
(%)

9. Meningkatnya kualitas pengendalian 15. Persentase fasilitasi perusahaan (%) 70 103,5 120,00
pelaksanaan penanaman modal yang dapat diselesaikan

permasalahannya
10. Meningkatnya kualitas teknologi 16. Indeks Sistem Pemerintahan (nilai) 3 2,8 93,33 93,33
informasi penanaman modal Berbasis Elektronik (SPBE)
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (30%)
11. Terwujudnya birokrasi yang bersih, 17. Nilai reformasi birokrasi A (80) BB (78,20) 97,75 Baik 98,87 98,87 29,66
efektif dan melayani Kementerian Investasi/BKPM

(predikat/nilai)

18. Opini atas laporan keuangan WTP WTP 100,00 -

BKPM (opini BPK)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 106,06
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 109,03
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Berdasarkan data di atas, selain mendapatkan perhitungan terkait Nilai Kerja
Organisasi (NKO) juga didapatkan perhitungan terkait Nilai Pencapaian Sasaran (NPS).
NPS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan
tanpa mempertimbangkan perspektif dalam Balanced Scorecard (BSC). Sebagaimana
telah diungkapkan pada bagian capaian sasaran strategis Kementerian Investasi/BKPM
di atas, bahwa terdapat satu indikator kinerja utama (IKU) yang tidak dapat dilakukan
perhitungan vyaitu peringkat kemudahan berusaha. Dari perhitungan di atas,
Kementerian Investasi/BKPM memperoleh NKO sebesar 106,06. Berikut ini akan
ditampilkan grafik perkembangan Nilai Kerja Organisasi (NKO) Kementerian
Investasi/BKPM dari tahun 2018-2022.
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Gambar 3.1
Grafik Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi
secara terukur keseluruhan. NKO selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2022 adalah
sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Nilai Kinerja Organiasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM
tahun 2018-2022

No Perspektif 2018 2019 2020 2021 2022 A 2021-2022
1 |Stakeholder 27,91 30,35 42,83 43,09 43,44 0,35
2 |Customer* 30,45 30,19 N/A N/A N/A N/A
3 |Internal Process 19,05 21,48 33,54 34,66 32,96 -1,70
4 |Learning and Growth| 20,38 20,00 30,13 30,17 29,66 -0,51
NKO 97,79 102,02 106,50 107,92 106,06 -1,86

Berdasarkan tabel di atas, Kementerian Investasi/BKPM memiliki nilai kinerja
organisasi (NKO) sebesar 106,06 pada tahun 2022. Angka tahun 2022 memiliki kategori
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Sangat Baik. Namun demikian, capaian ini turun sebesar -1,86 poin jika dibandingkan
dengan tahun 2021 yaitu sebesar 107,92. Berdasarkan komponen penilaian pada
masing-masing perspektif bahwa penurunan cukup tinggi terdapat pada perspektif
internal proses dengan penurunan sebesar -1,70 poin dari 34,66 pada tahun 2021
menjadi 32,96 pada tahun 2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator yang
tidak mencapai target, yaitu indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Indikator tidak mencapai target karena Kementerian PAN-RB tidak melakukan
penilaian terhadap Implementasi SPBE di Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022,
sehingga capaian indeks ini masih menggunakan hasil penilaian pada tahun 2021.
Namun demikian Kementerian Investasi/BKPM tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan
dari hasil penilaian SPBE di tahun 2021 dengan menyusun dan melaksanakan tata kelola
SPBE serta melakukan integrasi sistem internal di lingkungan Kementerian
Investasi/BKPM di tahun 2022.

Perspektif lain yang mengalami penurunan adalah /earning and growth yang turun
sebesar -0,51 dari 30,17 pada tahun 2021 menjadi 29,66 pada tahun 2022. Penurunan
ini dikarenakan adanya kenaikan target pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi
sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis yaitu sebesar A (80) yang
mengakibatkan target tidak tercapai (97,75%).

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kementerian Investasi/BKPM melakukan pengukuran kinerja secara periodik,
sedangkan capaian indikator kinerja utama (IKU) secara triwulan/semester/tahunan.
Biro Perencanaan Program dan Anggaran adalah pihak yang melaksanakan
pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran hingga
pelaporan secara berkala. Adapun tujuan pelaksanaan analisis capaian kinerja
Kementerian Investasi/BKPM pada setiap sasaran strategis untuk setiap sudut pandang
adalah memaparkan realisasi indikator kinerja utama, problematika dan kendala yang
dihadapi serta upaya pemulihan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan
kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Mengacu pada
peta strategi Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024, capaian kinerja dapat
dianalisis dengan menggunakan 4 (empat) sudut pandang Balanced Scorecard (BSC)
yang masing-masing diukur dengan bobot tertentu yaitu:

1. Stakeholder Perspective dengan bobot 40%, mencakup sasaran yang ingin
diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan,
yang secara langsung atau tidak langsung baik swasta maupun pemerintah
memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.
Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis “Meningkatnya realisasi
penanaman modal” untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan
tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) IKU yaitu:

a. Nilai realisasi penanaman modal;

b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;

c. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan

d. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM.
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2. Customer Perspective dengan bobot 0%, mencakup sasaran yang ingin
diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customers dan/atau harapan
organisasi terhadap customers. Pengguna layanan ini merupakan pihak yang
terkait dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui
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sasaran strategis “"Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal”
dan diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Peringkat kemudahan berusaha (£ase
of Doing Business). Perhitungan NKO untuk sementara tidak memasukkan
customer perspective mengingat indikator peringkat kemudahan berusaha
(Ease of Doing Business) ini masih menunggu pengumuman dari World Bank.

3. Internal Process Perspective dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang
ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam
memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer
(value chain). Perspektif ini ditetapkan melalui 6 (enam) sasaran program
sebagai berikut:

a. Sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal” diukur
melalui 1 (satu) IKU yaitu Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan
pengembangan penanaman modal;

b. Sasaran “Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis” diukur melalui
1 (satu) IKU yaitu Rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan
diimplementasikan ke dalam rencana aksi (rekomendasi).

c. Sasaran “Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal” yang diukur
melalui 3 (tiga) IKU yaitu jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha/
starting a business dan jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan
UMKM; dan persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan
bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

d. Sasaran “Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal” yang
diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam
dan luar negeri yang telah diimplementasikan;

e. Sasaran “Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal” yang diukur
melalui 2 (dua) IKU, yaitu nilai komitmen penanaman modal dan jumlah
minat penanaman modal;

f. Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal” yang diukur
melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas
pelayanan penanaman modal;

g. Sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman
modal” yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Persentase fasilitasi
perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya; dan

h. Sasaran “Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal”
diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).

ZCcCcIT>»H
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4. Learning and Growth Perspective dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang
berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin
diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan
proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai
dengan harapan customer dan stakeholder. Perspektif ini ditetapkan melalui
sasaran program “Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani”
dan diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:

a. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai); dan
b. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK).
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Stakeholder Perspective

Stakeholder perspective terdiri atas satu sasaran strategis “"Meningkatnya realisasi
penanaman modal” dan 4 (empat) indikator utama, di antaranya: 1) Nilai Realisasi
Penanaman Modal; 2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder; 3) Sebaran
Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa), dan; 4) Kontribusi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM. Penetapan empat indikator kinerja utama ini
merupakan strategi Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya mencapai indikator
sasaran peningkatan realisasi penanaman modal.

3.3.1. Sasaran Strategis (SS-1) "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Kementerian Investasi/BKPM terus berkomitmen untuk meningkatkan realisasi
penanaman modal baik melalui penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman
modal dalam negeri (PMDN). Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian
Investasi/BKPM telah menetapkan empat indikator kinerja utama (IKU). Keempat
indikator kinerja utama (IKU) ini menjadi wujud upaya Kementerian Investasi/BKPM
dalam upaya peningkatan realisasi penanaman modal. Meningkatnya realisasi
penanaman modal tersebut ke depan dapat menciptakan multiplier effect dalam rangka
peningkatan serapan tenaga kerja serta pengurangan kemiskinan.

3.3.1.1.IKU-1: Nilai Realisasi Penanaman Modal

Nilai realisasi penanaman modal merupakan nilai yang diperoleh dari segala bentuk
implementasi kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing, di luar investasi migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank,
asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil.
Indikator nilai realisasi penanaman modal bersifat Triwulan, dengan capaian pada tahun
2022 sebagai berikut.
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Tabel 3.4
Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1)
Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)

2021 2022 Pertumbuhan | Capaian 2022 Kategori
Target Realisasi Target Realisasi (%) (%) 9
858,5 901,0 968,4 1207,2 33,98 120,00

Sasaran Strategis 1 (SS-1) |

Berdasarkan data di atas, bahwa Kementerian Investasi/BKPM telah mampu
mencapai target nilai realisasi investasi pada tahun 2022. Nilai realisasi investasi pada
tahun 2022 adalah Rp1.207,2 triliun. Capaian ini tidak hanya mampu mencapai target
sebesar Rp968,4 triliun, bahkan telah melampaui target tersebut. Kementerian
Investasi/BKPM selain mampu mencapai target pada tahun 2022, juga telah berhasil
mencapai target RPJMN tahun 2020-2024 sebesar Rp1.128,3 triliun pada tahun 2022.
Nilai realisasi penanaman modal juga tumbuh sebesar 33,98% dari capaian pada tahun
2021 sebesar Rp901,0 triliun. Kementerian Investasi/BKPM memiliki capaian sebesar
120,00% pada tahun 2022 dan capaian ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Capaian nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2022 merupakan akumulasi
nilai realisasi penanaman modal dari setiap periode pelaporan (Triwulan), dimana pada
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Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2022 nilai realisasi penanaman modal mencapai
Rp282,4 triliun, Triwulan II (April-Juni) sebesar Rp302,2 triliun, Triwulan III (Juli-
September) mencapai sebesar Rp307,8 triliun, dan hingga pada Triwulan IV (Oktober-
Desember) sebesar Rp314,8 triliun. Perkembangan realisasi penanaman modal pada
setiap periode triwulan adalah sebagai berikut.
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mPMDN PMA = Tora
TW I 2022 TW II 2022 TW III 2022 TW IV 2022 T
PMDN 135,2 1390 138,95 1396 A
PMA 147,2 163,2 168,9 175,2 H
Total 232,94 302,2 3078 3148 U
Gambar 3.2 N
Nilai Realisasi PMDN dan PMA per Triwulan Tahun 2022 9
Nilai realisasi penanaman modal terus meningkat secara signifikasi sejak tahun 0
2016-2022. Berdasarkan data realisasi penanaman modal tahun 2016 sampai dengan 2
tahun 2022, setiap Triwulan terlihat kenaikan angka realisasi yang cukup signifikan, baik 2

PMDN maupun PMA. Hal tersebut menunjukkan minat investor, baik investor domestik
maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetap tinggi. Nilai
realisasi pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp612,8 triliun. Nilai realisasi terus meningkat
setiap tahunnya, realisasi investasi pada tahun 2017 mencapai Rp692,8 triliun atau
meningkat 13,1% dari realisasi tahun 2016. Realisasi investasi pada tahun 2018
mencapai Rp721,3 triliun atau meningkat 4,1% dari realisasi tahun 2017. Realisasi
investasi pada tahun 2020 mencapai Rp826,3 triliun atau meningkat 12,2% dari realisasi
tahun 2019. Realisasi investasi pada tahun 2022 mencapai Rp1207,2 triliun atau
meningkat 34% dari realisasi tahun 2021.
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Gambar 3.3

Grafik Perkembangan Nilai Realisasi Penanaman Modal Periode 2016-2022

Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa negara.
Berdasaran data tahun 2022. Berdasarkan lima besar asal negara penanaman modal
asing di Indonesia, berikut ini merupakan lima besar negara asal PMA: 1) Singapura
dengan investasi sebesar US$13,3 miliar; 2) Republik Tiongkok dengan investasi sebesar
US$8,2 miliar; 3) Hongkong dengan investasi sebesar US$5,5 miliar; 4) Jepang dengan
investasi sebesar US$3,6 miliar; dan 5) Malaysia dengan investasi sebesar US$3,3 miliar.
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Keterangan:
M: Miliar

uss$ uss$
33M

Singapura RRTiongkok Hongkong, RRT Jepang Malaysia 20

Gambar 3.4
Lima Besar Negara Penanam Modal Asing Tahun 2022

Berdasarkan sektor investasinya pada tahun 2022, berikut ini merupakan lima
besar sektor PMDN: 1) Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan investasi
sebesar Rp75,1 triliun; 2) Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan
investasi sebesar Rp66,2 triliun; 3) Sektor pertambangan dengan investasi sebesar
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Rp62,5 triliun; 4) Sektor industri makanan dengan investasi sebesar Rp54,2 triliun; dan
5) Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan investasi sebesar
Rp38,9 triliun. Untuk lima besar sektor PMA di antaranya: 1) Sektor industri logam dasar,
barang logam, bukan mesin, dan peralatannya dengan investasi sebesar US$11,0 miliar;
2) Sektor pertambangan dengan investasi sebesar US$5,1 miliar; 3) Sektor industri kimia
dan farmasi dengan investasi sebesar US$4,5 miliar; 4) Sektor transportasi, gudang, dan
telekomunikasi dengan investasi sebesar US$4,1 miliar; dan 5) Sektor listrik, gas, dan
air dengan investasi sebesar US$3,8 miliar.

()l Transportasi, Gudang dan " Industri Logam Dasar, Barang US$T,0M -
Telekomunikasi ol (24,0%)

US$51M-
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Gambar 3.5
Lima Besar Sektor Industri PMA dan PMDN Tahun 2022

Merujuk realisasi PMA dan PMDN di Indonesia pada tahun 2022, berikut ini
merupakan 5 wilayah yang mendapatkan PMA dan PMDN terbesar di Indonesia: 1) Jawa
Barat dengan realisasi investasi sebesar Rp176,4 triliun; 2) DKI Jakarta dengan realisasi
investasi sebesar Rp143,0 triliun; 3) Sulawesi Tengah dengan realisasi investasi sebesar
Rp111,2 triliun; 4) Jawa Timur dengan realisasi investasi sebesar Rp110,3 triliun; dan 5)
Riau dengan realisasi investasi sebesar Rp82,5 triliun.

(#5) (#3)
Riau: Sulawesi Tengah:
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(#2)
DKI Jakarta:
<>Oc_\§,\9 e
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Gambar 3.6
Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2022
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Berdasarkan lokasi investasinya. Berikut ini merupakan lima besar investasi untuk
PMDN: 1) Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sebesar Rp89,2 triliun; 2) Provinsi Jawa
Barat dengan investasi sebesar Rp80,8 triliun; 3) Provinsi Jawa Timur dengan investasi
sebesar Rp65,4 triliun; 4) Provinsi Riau dengan investasi sebesar Rp43,1 triliun; dan 5)
Provinsi Kalimantan Timur dengan investasi sebesar Rp39,6 triliun. Untuk PMA, berikut
ini merupakan lima besar lokasi realisasi investasi: 1) Provinsi Sulawesi Tengah dengan
investasi sebesar US$7,5 miliar; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar
US$6,5 miliar; 3) Provinsi Maluku Utara dengan investasi sebesar US$4,5 miliar; 3)
Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sebesar US$3,7 miliar; dan 5) Provinsi Banten
dengan investasi sebesar US$3,4 miliar.

@ DKI Jakarta 7' Sulawesi Tengah US$('.7I,65'4IT;16’-

o CETNNNEN ¢

T
A
A DKI US$3,7M -
_ (] (8:2%) 0
. , N
# 7+ Kalimantan - US$3,4 M -
0 £ Bant
-' Timur aren gz K_‘te.:.aﬂgan: 2
Gambar 3.7 0
Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2022 2
2

Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Penanaman Modal juga terus
berkoordinasi dengan DPMPTSP baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia. Target nilai realisasi investasi tahun 2022 yang ditentukan di dalam Renstra
BKPM 2020-2024 merupakan target bersama yang harus dicapai dengan seluruh
DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui koordinasi yang baik dan bersinergi
antara pusat dan daerah. Dari potensi minat/komitmen investasi masing-masing daerah
maka ditetapkan target nilai realisasi investasi untuk tahun 2022 pada setiap provinsi
yang dihitung berdasarkan perbandingan potensi rencana investasi kumulatif (Januari
2016 s.d Desember 2022) per provinsi terhadap target realisasi investasi nasional pada
tahun 2022 (Rp858,5 triliun). Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar
Rp228,4 triliun (18,9%), terdiri atas PMDN sebesar Rp129,1 triliun dan PMA sebesar
US$6,9 miliar. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp570,9 triliun (47,3%),
terdiri atas PMDN sebesar Rp 293,9 triliun dan PMA sebesar US$19,3 miliar. Wilayah
Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp121,3 triliun (10,0%), terdiri atas PMDN
sebesar Rp75,4 triliun dan PMA sebesar US$3,2 miliar. Wilayah Sulawesi dengan realisasi
investasi sebesar Rp156,5 triliun (13,0%), terdiri atas PMDN sebesar Rp26,4 triliun dan
PMA sebesar US$9,1 miliar. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi
sebesar Rp38, 1 triliun (3,2%), terdiri atas PMDN sebesar Rp20,5 triliun dan PMA sebesar
US$1,2 miliar. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp92,0 triliun
(7,6%), terdiri atas PMDN sebesar Rp7,5 triliun dan PMA sebesar US$5,9 miliar.
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Tabel 3.5

Target dan Realisasi Penanaman Modal Per Provinsi Tahun 2022
— Target Realisasi -

) [o) Provinsi (Rp Tfilliun) (Rp Triliun) % ‘ Kategori
1 Aceh 7,02 6,26 89,1
2 Bali 12,72 12,45 97,91
3 Banten 58,16 80,23 137,94
4 Bengkulu 7,91 7,71 97,43
5 Daerah Istimewa Yogyakarta 3,63 3,91 107,65
6 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 117,39 142,95 121,77
7 Gorontalo 2,15 2,59 120,66
8 Jambi 6,46 9,45 146,3
9 Jawa Barat 136,6 174,58 127,8
10 Jawa Tengah 52,89 58,89 111,34
11 Jawa Timur 95,78 110,33 115,19
12 Kalimantan Barat 18,96 20,08 105,88
13 Kalimantan Selatan 14,57 15,3 104,95
14 Kalimantan Tengah 12,08 14,43 119,41
15 Kalimantan Timur 43,58 57,77 132,56
16 Kalimantan Utara 7,67 13,7 178,76
17 Kepulauan Bangka Belitung 5,46 8,17 149,76
18 Kepulauan Riau 40,61 18,22 44,87
19 Lampung 8,88 9,37 105,5
20 Maluku 2,65 1,66 62,9
21 Maluku Utara 44,82 67,81 151,29
22 Nusa Tenggara Barat 14,93 21,14 141,61
23 Nusa Tenggara Timur 5,61 4,51 80,44
24 Papua 24,65 19,4 78,69
25 Papua Barat 2,2 3,17 143,88
26 Riau 48,79 82,51 169,1
27 Sulawesi Barat 0,48 1,72 355,07
28 Sulawesi Selatan 16,66 14,26 85,6
29 Sulawesi Tengah 42,84 111,18 259,51
30 Sulawesi Tenggara 28,03 20,19 72,05
31 Sulawesi Utara 5,97 6,55 109,69
32 Sumatera Barat 5,86 3,93 67,11
33 Sumatera Selatan 33,09 41,12 124,29
34 Sumatera Utara 39,3 41,68 106,04

Capaian nilai realisasi penanaman modal tahun 2022 diperoleh berdasarkan
penghimpunan LKPM sebanyak 260.955 proyek yang terdiri dari 197.875 proyek PMDN
dan 60.080 proyek PMA. Seiring dengan peningkatan capaian realisasi investasi yang
signifikan, jumlah LKPM Online yang berhasil dihimpun Kedeputian Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun 2022 meningkat sebesar 95,8% dari tahun
2021 sebanyak 133.259 proyek. Jumlah proyek PMDN yang terhimpun pada tahun 2022
tersebut meningkat sebesar 86,7% dari tahun 2021 sebesar 105.987 proyek dan jumlah
proyek PMA yang terhimpun pada tahun 2022 meningkat tajam sebesar 120,3% dari
tahun 2021 sebanyak 27.271 proyek.

Capaian nilai realisasi investasi pada tahun 2022 merupakan akumulasi nilai
realisasi investasi dari setiap periode pelaporan (triwulan), dimana pada Triwulan I
(Januari-Maret) tahun 2022 nilai realisasi investasi mencapai Rp282,4 triliun, Triwulan II
(April-Juni) sebesar Rp302,2 triliun, Triwulan III (Juli-September) mencapai sebesar
Rp307,8 triliun, dan hingga pada Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp314,8
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triliun.

Untuk mencapai nilai realisasi penanaman modal sesuai target yang telah
ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp968,4 triliun, unit
Direktorat Wilayah IIT mendapatkan target sebesar Rp217,3 Triliun. Namun sebagaimana
arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk
pencapaian target realisasi penanaman modal pada tahun 2022 menjadi Rp1.200 Triliun,
sehingga sesuai persentase 22,38% untuk Direktorat Wilayah II target investasi menjadi
Rp216,68 triliun, dimana pada tahun ini ada penyesuaian wilayah dari Provinsi
Kalimantan Utara yang beralih ke Direktorat Wilayah V berganti dengan Provinsi Jambi.
Selain itu, pada tahun ini terdapat perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian
Investasi/BKPM sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 6 Tahun 2021, diantaranya terdapat tambahan 1 unit kerja di Kedeputian
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi 5 Direktorat Wilayah, dan
perubahan pada Direktorat Wilayah II dimana sudah tidak ada lagi Provinsi Kalimantan
Utara sehingga menjadi Provinsi DKI Jakarta, DI.Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Pada Triwulan II Tahun 2022 ini secara resmi telah di implementasikan pelaporan
LKPM berbasis risiko secara SSO (Single Sign On) melalui 0ss.go.id, sehingga pelaporan
LKPM dapat disampaikan bagi pelaku usaha Non UMK (Triwulanan) maupun UMK
(Semester) yang diharapkan nantinya dapat menghimpun data pemantauan proyek
kegiatan usaha sesuai periode pelaporan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berbasis Risiko bahwa kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan,
verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan kepada
Kementerian Investasi/BKPM. Penyampaian LKPM Online saat ini sudah dapat
disampaikan melalui o0ss.go.id secara Single Sign On (SSO), dimana pelaporan LKPM
dilakukan berkala setiap triwulan, yakni Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-
Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) bagi
perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) maupun bagi yang
sudah melakukan kegiatan produksi/operasi.

Dalam mendukung pencapaian nilai realisasi penanaman modal, Direktorat
Wilayah II juga melaksanakan kegiatan lainnya antara lain:

a. Melakukan Koordinasi Konsolidasi Data Realisasi dengan DPMPTSP;

b. Menghadiri Undangan Narasumber;

¢. Workshop LKPM Online dan Workshop Pencabutan; dan

d. Supervisi LKPM Online dan Supervisi Pencabutan.

Pencapaian target nilai realisasi penanaman modal tersebut tidak terlepas dari
kerja-kerja seluruh stakeholder di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM serta pihak-
pihak terkait. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan berbagai proyek-
proyek investasi PMDN/PMA di seluruh Indonesia menjadi langkah yang dilakukan guna
mencapai nilai realisasi penanaman modal sesuai target yang telah ditentukan dalam
Renstra BKPM serta sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal. Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022 telah
melakukan beberapa kegiatan dalam mencapai target nilai relisasi investasi. Salah satu
kegiatan Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022 adalah groundbreaking LG.
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Gambar 3.8
Groundbreaking LG

Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan terebosan pada tahun 2022 melalui
penguatan kemitraan bersama UMKM. Hal ini penting untuk membangun ekosistem
industri yang saling sinergi serta kolaborasi antara industri besar dan UMKM. Sinergi dan
kolaborasi ini merupakan pondasi penting untuk meningkatkan kelas UMKM serta
mendorong iklim usaha yang mampu menciptakaan kesejahteraan di masyarakat. Selain
sinergi serta kolaborasi, Kementerian Investasi/BKPM juga berupa membangun usaha
bersama UMKM. Kegiatan “Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM”,
kegiatan dalam mendukung KPI (Key Performance Indicator) dari Bapak Menteri
Investasi/Kepala BKPM yang telah ada sejak 2020 dalam rangka memberikan dukungan
kepada kegiatan usaha UMKM untuk dapat naik kelas dan bekerjasama secara langsung
dengan Usaha Besar PMA dan PMDN dilokasi proyek. Pada tahun 2022 kegiatan ini
memiliki target 70 komitmen kerjasama usaha besar dengan UMKM. Dari target
dimaksud telah menghasilkan komitmen kerjasama terhadap 84 usaha besar (120% dari
target) dengan 320 UMKM di seluruh Indonesia, selain itu pada tahun ini juga telah
dilakukan evaluasi kegiatan tahun 2020-2021, untuk mengetahui perkembangan dari
UMKM yang telah bekerjasama dengan Usaha Besar.
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Gambar 3.9
Usaha Bersama UMKM di Bali

Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya pencapaian target realisasi penanaman
modal juga melakukan eksekusi terhadap proyek-proyek mangkrak di wilayah barat dan
wilayah timur. Proyek-proyek yang menjadi objek eksekusi realisasi investasi mangkrak
di wilayah barat berada di wilayah Sumatera dan Jawa. Tahapan dalam kegiatan ini yaitu
dengan mengidentifikasi permasalahan melalui penggalian informasi dari perusahaan
dan pihak terkait, menyusun position paper yang di dalamnya menggambarkan profil
perusahaan maupun risalah permasalahan, serta melakukan kegiatan rapat/diskusi
panel dalam rangka eksekusi penyelesaian permasalahan yang dialami pelaku usaha.
Target kegiatan ini adalah 40 Badan Usaha, dimana capaian akhir telah melebihi target
yaitu sebesar 43 Badan Usaha (107,5%).

Proyek-proyek yang menjadi objek eksekusi realisasi investasi mangkrak di wilayah
timur berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Substansi pekerjaan
ini adalah melakukan serangkaian upaya fasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan
proyek investasi yang dihadapi oleh perusahaan PMA/PMDN. Upaya ini dimulai dengan
tahap persiapan dalam bentuk penetapan simpul/akar permasalahan yang menjadikan
perusahaan tidak dapat melanjutkan kegiatan untuk merealisasikan investasinya.
Selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan melalui sejumlah kegiatan kunjungan
lapangan dan pertemuan koordinatif/pertemuan teknis (baik bersifat formal maupun
non-formal) yang melibatkan stakeholders baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah, serta Lembaga non-pemerintah yang terlibat. Rangkaian kegiatan ini bermuara
kepada penetapan solusi terbaik yang harus diambil oleh perusahaan maupun
stakeholders terkait. Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 40 badan usaha.
Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah mencapai 100% target
yang berarti telah melakukan fasilitasi terhadap 40 perusahaan untuk kegiatan ini.
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Gambar 3.10 2
Diseminasi dan Eksekusi Realisasi Proyek Mangkrak 0
Pada Tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM melalui Kedeputian Bidang 2
Pengendalian Penanaman Modal melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada 2

satuan kerja perangkat daerah, yaitu DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota
melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Kebijakan DAK Nonfisik pada
prinsipnya sebagai langkah strategis pemerintah dalam menyinkronkan pelaksanaan
program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang
merupakan prioritas daerah. Berkaitan dengan itu, pemerintah mengalokasikan DAK
untuk kegiatan fasilitasi penanaman modal di tingkat provinsi, kabupaten/kota baik yang
merupakan prioritas maupun yang non-prioritas. DAK Nonfisik diharapkan dapat
mendukung prioritas nasional dalam hal perbaikan kemudahan berusaha yang berawal
dari tersebarnya regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal.
Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip keterpaduan, efisien, efektif dan
akuntabel. DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dapat membantu dalam mencapai
realisasi investasi dengan upaya pengawasan, memberikan bimbingan kepada pelaku
usaha, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal. Untuk mendukung
kegiatan ini maka Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ikut
mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan
kegiatan ini.
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Gambar 3.11
Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanman Modal

Kementerian Investasi/BKPM dalam menunjang kinerja target nilai realisasi
penanaman modal juga telah melaksanakan diseminasi realisasi capaian penanaman
modal pada tahun 2022. Penyampaian diseminasi ini sebagai wujud
pertanggungjawaban kinerja Kementerian Investasi/BKPM kepada masyarakat terkait
pencapaian indikator kinerja utama realisasi penanaman modal. Diseminasi ini juga
untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait nilai realisasi penanaman
modal di Indonesia, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun
penanaman modal asing (PMA). Selain itu, diseminasi ini juga memberikan informasi
terkait sektor dan wilayah yang mendaptkan realisasi penanaman modal terbanyak pada
tahun 2022. Disamping memberikan diseminasi terkait nilai realisasi penanaman modal,
Menteri Investasi/Kepala BKPM juga memberikan pemaparan terkait dampak
peningkatan penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja.
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